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ABSTRAK 

Salma Haniyatul Azra : Analisis Pengelolaan Piutang Pajak Daerah  

      Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah  

      Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang 

Pembimbing   : Vita Fitria Sari, SE., M.Si 

 Penelitian ini lakukan untuk mengetahui pengelolaan piutang pajak daerah 

dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Badan Pendapatan Daerah Kota 

Padang.Piutang Pajak adalah piutang yang timbul atas pendapatan pajak 

sebagaimana diatur dalam undang undang perpajakan atau peraturan daerah tentang 

perpajakan yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan 

keuangan.Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kesesuaian akuntansi piutang 

pajak dari mulai pengakuan hingga penghapusan dengan standar akuntansi 

pemerintah yang berlaku. 

 Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Dengan mengumpulkan data 

melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Responden dalam penelitian 

ini terdiri dari Kasubid di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang. Data yang 

terkumpul akan di analisis dengan menggunakan Teknik analisis deskriptif. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan piutang pajak daerah 

mulai pengakuan hingga penghapusan pada telah sesuai dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.Badan 

Pendapatan Daerah Kota Padang sudah melakukan beberapa Upaya dalam 

pencapaian penetapan kinerja dan akuntablitasnya, dari tahun 2022 sampai dengan 

tahun 2024 bahwasanya pencapaian kinerja Instansi Badan Pendapatan Daerah 

Kota Padang memiliki kategori memuaskan dan untuk kinerja keuangannya 

kategori sangat baik. 

 

Kata Kunci: Piutang Pajak, Pengelolaan Piutang Pajak, Pendapatan Asli Daerah.          
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Penerimaan Negara dari sektor pajak merupakan pendapatan yang paling 

utama sebagai sumber pendapatan Negara, selain dari sektor minyak dan gas. 

Pendapatan dari penerimaan pajak yang berasal dari rakyat merupakan 

kontribusi nyata dalam menunjang pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan. 

Hal ini tentunya harus menjadi perhatian pemerintah, rakyat sebagai 

penyumbang terhadap pembiayaan Negara sudah seharusnya memperoleh 

pelayanan yang baik dari pemerintah, agar tejadi hubungan yang signifikan, 

artinya semakin tinggi kontribusi masyarakat dalam pembayaran pajak maka 

pelayanan kepada masyarakat juga harus semakin tinggi. Filosofinya adalah 

dari rakyat untuk rakyat, artinya sumber pendapatan yang berasal dari rakyat 

digunakan untuk pembiayaan pelayanan kepada rakyat, karena rakyat yang 

paling besar memberikan kontribusi maka rakyatlah yang paling utama untuk 

dilayani. Pada era orde baru yang lalu tumpuan pendanaan pembiayaan negara 

dan pembangunan berasal dari minyak dan gas dan pinjaman luar negeri, tetapi 

sekarang tumpuannya bergeser ke sektor pajak.  

Pajak merupakan peralihan kekayaan dari masyarakat kepada Negara 

sebagai kontribusi wajib oleh orang pribadi atau badan berdasarkan undang-

undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk 

keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Syarifudin, 
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2018:13). Para ahli perpajakan di Indonesia, juga menjelaskan pengertian pajak 

yang tak jauh berbeda. Menurut Andriani yang dikutip dari Khalimi dan Iqbal 

(2020:02) memberikan pengertian pajak sebagai iuran kepada negara (yang 

dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut 

peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung 

dapat ditunjuk dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran 

umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan 

pemerintahan. 

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, 

khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan 

sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk 

pengeluaran pembangunan. Di negara hukum, kebijakan pemungutan pajak 

harus dibuatkan landasan hukum, apabila tidak dibuatkan landasan hukumnya 

maka pemungutan yang dilakukan oleh Negara bukan masuk kategori 

pemungutan pajak tetapi merupakan pungutan liar. 

Piutang menurut Donald E. Kieso PhD, Jerry J. Weygandt PhD, & Terry D. 

Warfield (2018) adalah klaim terhadap pelanggan dan lainnya atas uang, barang 

dan jasa. Piutang Negara menurut Republik Indonesia (2004) tentang 

Perbendaharaan Negara dinyatakan sebagai jumlah uang yang harus dibayar 

kepada Pemerintah yang timbul dari perjanjian atau dari peraturan perundang-

undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah. Dalam kerangka 

konseptual dalam Pemerintah Republik Indonesia (2010) tentang Standar 
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Akuntansi, piutang masuk dalam kategori aset lancar bersama dengan kas dan 

setara kas, investasi Pemerintahan jangka pendek dan persediaan. 

Piutang Pajak adalah piutang yang timbul atas pendapatan pajak 

sebagaimana diatur dalam undang undang perpajakan atau peraturan daerah 

tentang perpajakan yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan 

keuangan.Pengelolaan piutang pajak perlu mempersiapkan peraturan-peraturan 

sebagai dasar hukum untuk menjamin adanya kepastian dan mengatur jalannya 

suatu pemerintahan.Tujuannya agar masyarakat memperoleh kepastian, 

kemanfaatan dan keadilan di dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. 

Pengelolaan Piutang Daerah yang menganut prinsip-prinsip pemerintahan yang 

baik, juga mengikuti sistem akuntansi sesuai standar akuntansi keuangan yang 

berlaku. Berdasarkan standar akuntansi tersebut, dalam pengelolaan piutang 

dimungkinkan adanya penghapusan piutang dari pembukuan karena tidak dapat 

tertagihnya kembali piutang yg sudah ada. 

Peraturan Direktorat Jendral Pajak Nomor Per – 01/PJ/2020 tentang 

Penggolongan Kualitas Piutang Pajak dan Tata Cara Penghitungan Penyisihan 

Piutang Pajak, Pada Pasal 1 menyatakan bahwa Piutang Pajak adalah piutang 

yang timbul akibat adanya pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi 

administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam surat 

ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir 

periode laporan keuangan. Piutang pajak diakui pada saat diterbitkannya Surat 

Ketetapan Pajak atau Surat Tagihan Pajak dan telah dilaksanakan proses 
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penagihannya. Piutang pajak wajib untuk dilunasi oleh wajib pajak dalam 

periode berjalan tahun berikutnya, sehingga tidak ada piutang pajak yang 

melampaui satu periode berikutnya. 

Apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak 

meskipun pemerintah sudah melakukan haknya untuk menagih maka hal 

tersebut harus dicatat sebagai penambahan asset pemerintah (piutang). Piutang 

pajak daerah merupakan bagian dari komponen neraca laporan keuangan 

pemerintah daerah yang dihasilkan dari serangkaian kegiatan pengelolaan pajak 

daerah. Adapun kegiatan-kegiatan dalam pengelolaan pajak daerah yang terkait 

langsung dengan timbulnya piutang pajak daerah meliputi proses administrasi 

penatausahaan/pencatatan yang mencakup pengakuan, pengungkapan, dan 

penyajian dalam laporan keuangan pertanggung jawaban keuangan yang 

berpedoman pada kebijakan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintah serta prosedur validasi piutang dan 

penghapusannya. 

Pengelolaan piutang pajak daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari 

pengelolaan keuangan negara yang harus dilakukan. Secara lebih khusus 

pengelolaan piutang pajak daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 

Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Maka berdasarkan 

peraturan tersebut, penyelenggaraan kegiatan di suatu instansi pemerintahan 

yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan 

pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, efisien dan 

efektif. 
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Meningkatkan kemandirian daerah berkaitan erat dengan pengelolaan 

Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi PAD yang dihasilkan suatu 

daerah, maka semakin besar pula pemerintah daerah tersebut untuk 

menggunakan PAD sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan daerah 

(Mahmudi, 2016) Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan semua penerimaan 

yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang 

dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan 

perundangundangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang 

peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh 

mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan 

daerah (Halim, 2004:96). 

Banyaknya faktor penghambat untuk memuluskan pembangunan nasional 

tersebut salah satunya karena penerimaan negara yang masih bisa dikatakan 

rendah, terutama pemasukan kas negara lewat pajak. Hal tersebut dikarenakan 

masih rendahnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam melunasi 

kewajibannya kepada negara. Selain itu, masih banyaknya piutang pajak 

khususnya di Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Padang, tercatat piutang 

pajak dari tahun 2022-2024. Sehingga perlu adanya pengelolaan untuk 

mengatasi masalah tersebut yang dapat dilakukan dengan cara tindakan 

penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa dan memberi 

motivasi peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat akan kewajiban 

membayar pajak, dengan begitu perlu adanya pengelolaan piutang pajak dengan 

harapan piutang pajak yang ada dapat tertagih seoptimal mungkin dan sudah 
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pasti dapat meningkatkan penerimaan pajak pada Kantor Badan Pendapatan 

Daerah Kota Padang khususnya. 

Tabel 1.1 Rekap Piutang Tahun 2022-2024 

Tahun Piutang Tak Tertagih  Piutang Tertagih Total Piutang 

2022 Rp211.391.210.087,00 Rp33.148.318.243,00 Rp244.539.528.330,00 

2023 Rp225.798.331.912,00 Rp33.050.158.706,00 Rp258.848.490.618,00 

2024 Rp184.362.447.973,00 Rp34.371.218.666,00 Rp218.733.666.639,00 

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Padang 

Dapat dilihat pada tabel 1.1, dapat pada tahun 2022 jumlah piutang tak 

tertagih sebesar Rp 211.391.210.087,00 dan jumlah piutang tertagih sebesar               

Rp 33.148.318.243,00. Pada tahun 2023 jumlah piutang tak tertagih meningkat 

lebih besar dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp 225.798.912,00 sedangkan 

jumlah piutang tertagih sebesar Rp 33.050.158.706,00 Namun Pada tahun 2024 

jumlah piutang tak tertagih mengalami penurunan sebesar                                                     

Rp 184.362.447.973,00, sedangkan jumlah piutang tertagih sebesar                                            

Rp 34.371..218.666,00. Adanya piutang daerah menjadi salah satu faktor 

penghambat dalam melaksanakan pembangunan daerah, karena kelemahan 

dalam aspek strategi, sistem administrasi dan sumber daya dan juga faktor 

pengawasan dalam penagihan piutang. Banyaknya jumlah piutang pajak yang 

jumlahnya tidak sedikit, untuk itu perlu adanya tindakan tegas yang harus 

dilakukan oleh pemerintah daerah terkait dengan pengelolaan piutang pajak 

tersebut. Dengan jumlah piutang yang cukup besar tersebut mengindikasikan 

masih belum terlaksananya dengan optimal pengelolaan piutang pajak tersebut. 
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Besarnya piutang pajak daerah di Kota Padang maka Badan Pendapatan 

Daerah diperlukan pelaksanaan penagihan pajak. Pelaksanaan penagihan pajak 

dilaksanakan karena setelah lewat jatuh tempo, wajib pajak tidak dapat 

melunasi kewajiban pajaknya. Dan dalam pelaksanaan penagihan pajak kepada 

wajib pajak yang masih memiliki tunggakan, terdapat kendala yang cukup besar 

sehingga sulit untuk melaksanakan penagihannya. Kendala itu sering terjadi 

karena adanya tunggakan pajak yang selalu meningkat tetapi kegiatan 

penagihan atau pencairan dari piutang pajak tersebut tidak ikut meningkat, 

sehingga piutang pajak serta penagihannya tidak seimbang. 

Kota Padang merupakan salah satu daerah yang menjadi pusat perdagangan 

di Sumatera Barat. Selain pusat perdagangan Kota Padang yang merupakan 

ibukota provinsi Sumatera Barat ini juga menjadi pusat pendidikan untuk 

perguruan tinggi. Dengan berbagai faktor tersebut banyak masyarakat yang 

menjadikan Kota Padang sebagai kota tujuan mereka untuk berlibur, bekerja 

ataupun menempuh pendidikan. Sehingga memberikan dampak pada 

penerimaan pajak daerah seperti: peningkatan pajak hiburan, restoran, PBB-P2 

dari peningkatan populasi masyarakat dari banyaknya mahasiswa dan pekerja 

yang berimigrasi ke Kota Padang. 

Dalam hal ini Badan Pendapatan Daerah Kota Padang memiliki wewenang 

dalam pengelolaan pajak daerah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. 

Proses pemungutan dan hasilnya sangat berpengaruh pada kesadaran wajib 

pajak dalam membayar dan melunasi pajak terutang secara tepat waktu atau 

sebelum jatuh tempo serta kinerja pemerintah yang bersangkut dalam hal 
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pemungutan pajak sangatlah berperan penting dalam peningkatan Pendapatan 

Asli Daerah (PAD). 

Untuk itu dengan adanya piutang daerah yang cukup besar jumlahnya, dari 

tahun ke tahun belum juga terbayarkan maka hal yang dapat dilakukan dengan 

cara tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa dan 

memberi motivasi peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat akan 

kewajiban membayar pajak. Untuk itu perlu adanya pengelolaan piutang pajak 

daerah di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang dengan harapan piutang pajak 

yang ada dapat dikelola secara seoptimal mungkin dan diharapkan dapat 

meningkatkan pembangunan daerah di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang. 

Berdasarkan dari latar belakang tersebut peneliti ingin melakukan penelitian 

dengan mengangkat judul “Analisis Pengelolaan Piutang Pajak Daerah 

dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Badan Pendapatan 

Daerah (BAPENDA) Kota Padang”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah 

pada tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pengelolaan piutang pajak daerah di Badan Pendapatan 

Daerah Kota Padang? 

2. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan kenaikan piutang pajak 

daerah di Badan Pendapatan Daerah? 
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3.  Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota 

Padang dalam meminimalisir kenaikan piutang pajak daerah? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusam masalah diatas, maka tujuan dilakukan 

penelitian ini yaitu sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan piutang pajak daerah di 

Badan Pendapatan Daerah Kota Padang? 

2. Untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang menyebabkan kenaikan 

piutang pajak daerah di Badan Pendapatan Daerah? 

3. Untuk mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan oleh Badan 

Pendapatan Daerah Kota Padang dalam meminimalisir kenaikan 

piutang pajak daerah 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagi Penulis 

Penelitian ini berguna untuk menambah ilmu pengetahuan serta 

pemahaman terutama di bidang pengelolaan piutang pajak daerah. Dan 

penelitian ini juga menjadi syarat untuk menyelesaikan studi pada program 

studi Diploma III Akuntansi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Padang. 
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2. Bagi petugas pemungutan pajak daerah 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dan 

pertimbangan yang bermanfaat bagi petugas pengelola penerimaan pajak 

khususnya mengenai pengelolaan piutang pajak daerah di Badan 

Pendapatan Daerah Kota Padang. 

3. Bagi Universitas 

Sebagai bahan perpustakaan dan sumber referensi untuk para 

mahasiswa/i Fakultas Ekonomi dalam penelitian selanjutnya pada proses 

pembuatan tugas akhir, khususnya dalam bidang kajian akuntansi. 

4. Bagi Penelitian Lainnya 

Dapat memberikan sedikit gambaran terhahap penelitian serupa dan 

bisa mengembangkan lebih baik lagi terhadap penelitian yang telah ada, dan 

sebagai acuan dalam pembuatan tugas ilmiah bagi penulis yang mengangkat 

judul yang serupa. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

 Berdasarkan Pengelolaan piutang pajak daerah di Badan Pendapatan Daerah 

Kota Padang yang meliputi pengakuan, pencatatan, pengukuran, penyajian dan 

pengungkapan piutang pajak dengan cara penghapusan piutang tahun 2022-2024, 

dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:  

1. Pengakuan piutang pajak daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota 

Padang telah sesuai dengan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 dan Bultek 

Nomor 06, yaitu piutang diakui pada saat diterbitkannya surat ketetapan dan 

belum dilakukan pelunasan hingga akhir periode. Pengukuran piutang pajak 

daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang telah sesuai dengan 

Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 dan Bultek Nomor 06, yakni piutang 

diukur menggunakan asas bruto yang mana sebesar nilai nominal tanpa 

dikompensasikan dengan pengeluaran. Untuk Pencatatan piutang pajak 

daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang telah sesuai dengan 

Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 yakni piutang dicatat sejak adanya surat 

ketetapan maupun belum adanya pelunasan oleh wajib pajak sampai dengan 

akhir periode dan menggunakan accrual basis. Tarif penyisihan Piutang 

Pajak daerah Pada Badan Pendapatan Daerah Kota padang yang digunakan 

untuk piutang telah sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam 

Permendagri Nomor 73 Tahun 2015. Penyajian piutang pajak daerah pada 
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Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kota Padang telah sesuai dengan PP 

71 Tahun 2010, yaitu disajikan dalam Neraca sebesar nilai bersihnya dan 

diungkapkan dalam CaLK. dan Pengungkapan piutang pajak dengan 

penghapusan piutang pajak daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kota 

Padang telah sesuai dengan kebijakan akuntansi yang berlaku. Piutang yang 

dihapuskan secara bersyarat akan dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan 

di dalam CaLK. 

2. Faktor-faktor yang menyebabkan kenaikan piutang pajak daerah di Badan 

Pendapatan Daerah Kota Padang, Kurangnya kesadaran Masyarakat, Sulit 

Menghubungi Atau Menemui Wajib Pajak, Double Amslag (terdapat 

penetapan ganda), Kelalaian Wajib Pajak yang Cenderung Menunda-nunda, 

SPPT nya ada tetapi objek dan subjeknya tidak ditemukan, dan Kendala 

dalam Sumber Daya Manusia dalam Mengolah Piutang Pajak PBBP2 dan 

Petugas Pajak yang Menagih.  

3. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan 

bahwa pengelolaan piutang pajak daerah oleh Badan Pendapatan Daerah 

Kota Padang sudah melakukan beberapa Upaya dalam pencapaian 

penetapan kinerja  dan akuntablitasnya, dari tahun 2022 sampai dengan 

tahun 2024 bahwasanya pencapaian kinerja Instansi Badan Pendapatan 

Daerah Kota Padang memiliki kategori memuaskan dan untuk kinerja 

keuangannya kategori sangat baik. 

 

 



 

 

87 

 

 

B. Saran  

  Dalam pengembangan peningkatan kepatuhan dan pengelolaan 

 piutang pajak perlu adanya pemahaman tentang ilmu perpajakan, serta 

 peraturan perundang-undangan yang digunakan, untuk itu penulis 

 memberikan saran yang dapat dipertimbangkan sebagai berikut: 

1. Badan Pendapatan Daerah Kota Padang diharapkan dapat terus 

mengembangkan sistem digital perpajakan, verifikasi dan cleansing data 

objek pajak untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan piutang sehingga 

database pajak daerah akan semakin valid. 

2. Diperlukan peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada wajib pajak 

mengenai kewajiban dan sanksi agar kesadaran dan kepatuhan mereka 

meningkat. 

3. Untuk para wajib pajak hendaknya tidak bersikap acuh tak acuh, jika masih 

mempunyai tunggakan pajak hendaknya segera melunasi sebelum jatuh 

tempo, agar tujuan dan fungsi dari pajak itu sendiri dapat terlaksana dengan 

baik. 
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